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“dalam mengawasi - baik “dan lembaga keuangan non bank sangat diperlukan. Dengan
E _'Iahzmya Undang-Undang . Nomer2{ Tahun 2011 ‘tentang Otoritas Jasa keuangan, maka

‘peran Bank Indonesia, yang seluma ini sebagai pengawas. bank akan beralih. kedudukannya

“sebagai regulatof. Hal tersebut dipicu dengan nunculnya beberapa transmisi kebijakan

~dalam sistem perbankan nasional tidak sesuai dengan.micro-prudential supervision. Dalam
hal pengawasan pun di mana Bank Indonesia tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai
bank pengawas. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai kasus yaitu: Kasus BLBI skandal
Bank Balz, sampai skandal bank Centmy yang belum terselesaikan. ¥

Kafa kuncz: oforitas jasa keuangan_, tembaga, mdependen, -pengawasan, perbankan. -

ABSTRACT

The results of research describes that the outlook and mechanisms of the Financial Services
Authority in supervising banks and non-bank financial institutions is necessary. Based on the
Law No. 21of 2011 regarding the Financial Services Authoriry, the Bank Indonesia as the
supervisory authority of banks will shift as a regulator. It is because the policy transmission
in the national banking system is not in accordance with the micro-prudential supervision aid
Bank Indonesia can not perform its obligations as a bank supervisor. This is shown by «a
variety of cases, for example:CaseBLBI, Bank Bali scandal, unresolved the Century/Bank
scandal until now.

Keywords: financial services authority, independent agency supervision banking.
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PENDAHULUAN dapat meningkatkan pemerataan,
A, Latar Belakang pertumbuhan  ekonomi dan stabilitas

Perkembangan perekonomian telah
mendorong peningkatkan fungsi per-
bankan. Sebagai lembaga keuangan,
perbankan memegang peranan yang
sangat penting dalam suatu sistem
keuangan negara. Bank merupakan
badan usaha yang berfungsi untuk
menghimpun dana masyarakat, baik
dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan kredit kepada masyarakat.
Melalui fungsi perbankan ini diharapkan

nasional kearah peningkatan kesejahtera-
an masyarakat banyak. Hal tersebut
sesuai dengan apa yang di-amanatkan
dalam pembukaan  Undang-Undang
Dasar 1945 alinea ke empat sebagai
tujuan negara berdasarkan pancasila.
Tetapi dalam implementasinya telah
terjadi  penyimpangan,  Kkhususnya,
dibidang perbankan antara lain ketidak
hati-hatiannya dunia perbankan dalam
mengelola dana dari  masyarakat.
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"pelangkat “hukum’ yana “idapat

- terbentuknya Usistem
© . keuangan - nasional yanc benar. -

- ._”-Peny;mpangan ini teiah mengaklbatkan S
- distorsi praktlk ekonomi - ‘pasar:.yang . oo
P _'.:'menvaklbatkan -fondasi pelekonomlan

' memayunoz

'."naswnal menjadi lemah. g
Sehamsnya perekonomian nasional

..'dapat mampu_tumbuh.dengan stabil dan -

o berkelanjutan ‘menciptakan kesempatan

- kerja yang | seluas-luasnya disemua
“igektor ._perekonomian. “Untuk itu dalam
<+ -melaku-kan ¢ tugasnya - bank : sebagai

. ~lembaga yang menghimpun dana dari
- masyarakat . - perlu - mendapatkan

-pengawasan ~ vang - efektif.  Dalam

perjalanannya Bank Indonesia dalam
menjalankan tugas pengawasan terhadap
bank sering mengalami kesalahan. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya kasus
yang merugikan masyarakat akibatnya
kepercayaan masyarakat terhadap bank
-~ semakin berkurang; misalnya kasus
BLEBI, skandal Bank Bali dan skandal
Bank Century.

Untuk'mengatasi persoalan tersebut,
perlu dilakukan penyesuaian mekanisme
perumusan  Kebijakan moneter dan
penataan kembali kelembagaan.
Sebagaimana telah diamanatkan
Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia ‘pada Pasal 34
ayat (1) di mana disebutkan perlu_untuk
membentuk  suatu  lembaga  yang
Independen dalam mengawasi sektor
jasa keuvangan Indonesia. Hal itu
dilakukan untuk membentuk suatu
lembaga Independen dalam mengawasi
sektor jasa keuangan Indonesia.

Untuk memperknat akuntabilitas,
transparansi, dan kredibilitas bank
Indonesia tanpa mengurangi makna
independensi lembaga negara tersebut,
maka dipandang perlu pembentukan dan
pengaturan jasa keuangan. Dan di-
mungkinkan koordinasi bank Indonesia
dengan dibentuknya Otoritas Jasa

"‘-"--..Kéuangan dalam - ] S
_:-_:__.pengawa'san.: tezhadap -'Iembaga'_;;"'-- '
_"keua;ngan : S
. Bank - Indonesm merupakan Bank__'_' SEEN
Sentlai di  mana  peran dan.
_ kedudukannya diatur dalam Undang- " -
serrndang=Nomor -6 Tahun 2009 tentang ' -
. Bank IndonesiaiwPeranan bank sentral ' . L
- seutuhnya dalam sistem perekonomian -
20 suatn negara adalah sangat penting, @
terutama ~yang berhubungan dengan .
financial markets. Hal ini dapat. dilihat -
~dari besarnya pengaruh bank sentral =
.. tethadap inferest rate, penentuan jumlah
* kredit dan jumlah uang yang beredar,
yang semuanya mempengarubi financial

”hgﬂ' :

markets serta tingkat inflasi.

- Posisi bank sentral pada dasarnya
sangatlah penting dan berperan sangat
dominan dalam sistem ekonomi suatu
negara, maka bank sentral mempunyai
fungsi sebagai lender of last resort.
Fungsi sebagai lender of last resort im
adalah-» fungsi bank sentral dalam
mengatasi kesulitan yang dialami oleh
perbankan yang tidak sering terjadi.

Pada prinsipnya bank sentral diberi
kebebasan - untuk melakukan - kontrol
terhadap sistem keuangan negara, karena
pada hakikatnya tujuan utama didirikan-
nya bank . sentral untuk. menjaga
stabilitas harga  dan + memelihara
pertumbuhan  ekonomi dan  menjaga
kestabilan keuangan. Mengingat Bank
Indonesiaradalah milik negara atau bank
milik pemerintah, maka Bank Indonesia
yang dipersiapkan oleh pemerintah perlu
adanya suatu prinsip dalam hal ini Bank
Indonesia dalam melakukan pengawasan
dalam  dunia  perbankan  harus
mempunyal  prinsip  indenpendensi,
prinsip  akuntabilitas dan  prinsip
transparansi.

Maraknya kasus bobolnya bank
yang terjadi dari hasil investigasi
pelanggaran perbankan selama tahun
2004-2009 menunjukkan bahwa jumlah
pelanggaran perbankan mencapai 1.139

‘melakukan
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"iGiobaI Thk dan yaug palmg menank di . wewenang _pengaturan, : pengawasan 3
anta.ranya adalah skandal Bank Century. :'3-pemenksaan dan penyidlkan '

©.+ :Sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34~ ¢+ Tujuan dlbentuknya Otoutas Jasa S
S "-'Undanc—Undang Nomor 3- Tahun 2004 .;Keuangan yaitu - untuk menga_ta_s;ﬁ.'
- sebagai perubahan atas Undang-Undang. e ._'ko_m_pl_eksltas "keuanoan' ' glbb'ai Cdari

- Nomor. 24 Tahun 1999 tentang«Bank = . ancaman - krisis; menghﬂangkan
-+ Indonesia disebutkan bahwa pengawasau = -'-_penyaiahgunaan kekuasaan ‘dan mencari . -
~i o bank ‘akan . dihkukan oleh lembaga. - . efisiensi di- sektm perbankan dan SRR

B "-'."-_pengawasan scktor jasa keuangan yang - keuangan lainnya, . - -
R jndependen ‘yang ¢dilakukan selambat- . -Seperti dijelaskan dalam Pen_]eiasan
. -lambatnya 31 Desember 2010. ..Dengan p: Undang—Un_c_lauc Otoritas Jasa Keuangan
- demikian . peflu  dilakukan ' penataan  __bahwa.tujuan dibentuknya Otoritas Jasa
- kembali struktur ~dan organisasi. dari . Keuangan - adalah - agar - keseluruhan
< lembaga yang akan ‘mengawasi sektor kegiatan jasa keuangan di dalam sektor
- perbankan f e - jasa : ‘keuangan . terselengeara secara
. 'Penataan dimaksud dﬂakukan agar teratur, adil, transparan, dan akuntabel,

; dapat dicapai mekanisme koordinasi - serta + mampu mewujudkan - sisiem

. yang lebih efekiif di dalam menangani keuangan ~yang tumbuh ‘secara ber

- permasalahan . di bidang perbankan. kelanjutan dan stabil, dan mampu

- Berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal melindungi kepentingan Lonsumen dan

34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun masyarakat. : -

2004 sebagai perubahan atas Undang- - Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa
- Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Keuangan diharapkan dapat mendukung
Bank Indopesia tersebut kemudian kepentingan sektor jasa keuangan
“lahirlah Undang-Undang Nomor 21 nasional sehingga mampu meningkatkan
Tahun 20117 tentang Otoritas Jasa daya saing nasional.

Kenangan (OJK). - Selain itu, Otorisasi fasa Keuangan

Dengan lahimya  Otoritas . Jasa harus mampu menjaga kepentingan
Keuangan maka peran  serta Bank nasional, antara lain, meliputi/sumber
Indonesia sebagai pengawas bank akan daya manusia, pengelolaan, pengendali-
beralih kepada Otoritas Jasa, Keuangan an, dan Kepemilikan .di sektor jasa
dan Bank Indonesia akan fokus sebagai keuangan, dengah  tetap  mem-
regulator pada bidang moneter. pertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan
sebuah lembaga pengawasan jasa dilandasi dengan prinsip-prinsip tata
keuangan yang independen dan meng- kelola yang baik, yang meliputi
awasi industri perbankan, pasar modal, independensi, akuntabilitas, per-
reksadana, perusahaan pembiayaan, dana tanggungjawaban, (ransparansi, dan
pensiun dan asuransi. kewajaran (fairness).

Otoritas  Jasa Keuangan dapat Krisis ekonomi 1997-1998 merupa-
didefinisikan sebagai lembaga yang kan pengalaman pemerintah Indonesia
melaksanakan kegiatan di sektor Per- melakukan pembenahan disektor
bankan, Pasar Modal, Perasuransian, perbankan. Pada tahun 1999-2004
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, pemerintah  melakukan pembenahan
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. disektor perbankan dan mencegah
Lembaga tersebut bersifat independen terulangnya krisis. Kemudian
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" pemerintah  dan . bank . Indonesia -
" membentuk - Badan - Penyehatan -
. Perbankan -Nasional - (BPPN). Uniuk

-/ mengawasi .40 bank ‘bermasalah lainya

- dan - mengeluarkan | kebijakan - Badan

- Likuiditas - *Bank  Indonesia . (BLBI)
- “tersebut. tidak -berjalan - efektif, karena
- . ’dana . bantuan - disalahgunakan . oleh
. sejumlah pihak.? Hal itusmemperburuk

- citra-perbankan-dan _sistem pengawasan

. perbankan yang dilakukan oleh BE Bank

. Indonesia - yang . bertindak sebagai
pengatur - danl  pengawas disektor
- perbankan ‘secara -menyeluruh maupun
- individual fharus mampu memelihara
kepentingan masyarakat dengan baik.

Pada tahun 1999-2004 pemerintah
melakokan program penyehatan per-
bankan, rekapitalisasi bank wmum dan
restrukturisasi kredit perbankan,  serta
pemantapan ketahanan sistem perbankan
dan prinsip kehati-hatian  bank, yang
meliputi pengembangan insfrastruktur
perbankan, peningkatan Good Cerporate
Governance dan penyempurnaan peng-
aturan sistemn pengawasan bank.

Pada ‘tahun 2004 memulai lagi
implementast.  Arsitektur  Perbankan
Indonesia (AP} vang merupakan
landasan dan arabh kebijakan perbankan
dalam jangka panjang dan beberapa
program dalam Arsitektur  Keuangan
Indonesia (ASKI), guna“wmenciptakan
landasan dalam pembangunanu.gsistem
kevangan yang kokoh dan mampu
menunjang  kegiatan  perekonomian
nasional secara berkesinambungan °
Namun demikian pada tahun 2008, kasus
serupa terjadi kembali pada Bank
Century. Kasus tersebut berawal ketika
Bank Century terbentuk dari hasil
merger antara bank CIC, bank Pikko dan
Bank Danpac. Merger tersebut didahului
dengan akuisisi Danpac dan Pikko serta
kepemilikan saham CIC oleh Cinkara
yaitu perusahaan yang berdomisili di
Bahama yang saham mayoritas dipegang
oleh Rifat Ali Rizvi (terpidana dan

“Indonesia-
 meskipun  tcrdapat
cadministratif. Pada tabhun 2005-2008,
- pengawasan Bank Indonesia lemah dan
tidak tegas, sehingea terjadi, banyak

“..-berstatus - buron), - tidak - memenuhi
o persyaratan . administratif, yaitu tidak -
- melaporkan - keuangan . Cinkara selama
- tiga  tahun terakhir © dan tidak ada
~rekomendasi - otoritas ..moneter negara
“asal. -Sebagai - pengawas bank, Bank -
“mengizinkan merger -
pelanggaran .

pelanggaran yang dilakukan oleh Bank
Century, diantaranya CAR (Capital
Adeguacy  Ratio) minus  132.5%,
pemberian  kredit  melalui  batas
maksimum dan surat berharga (SSB)
tidak dapat dijual karena diterbitkan oleh
perusahaan terafiliasi, kekurangan
modal, tidak mampu membayar bunga
bagi  deposan = pantas  dilakukan
penutupan oleh pemilik modainya.
Kemudian pemerintah dan BI memberi
dana talangan sebesar 6,7 triliun melalui
Lembaga Penjamin Simpanan untuk
menyelamatkan Bank Century yang
dinilai  terjadi  kesalahan prosedur
penyelamatan bank tersebut. ' Permia-
salahan lain adalah produk hybrid dalam
jasa keuangan. Produk hybrid adalah
produk yang merupakan perpaduan
antara produk perbankan, asuransi atau
pasar modal sepetti _bancassurance
produk ini dijual melalui jalur distribusi
perbankan danobank hanya bertindak
sebagai“agen penjual produk tersebut.
Apabila terdapat penyalahgunaan dalam
transaksi asuransi yang dapat merugikan
nasabah, maka nasabah tidak dapat
menunut bank karena produk tersebut
bukan tanggung jawab bank. Hal ini lah
mendorong pemerintah untuk
membentuk peraturan dan lembaga
pengawas yang jelas terkait pengaturan
dan pengawasan produk bancassurance
di Indonesia.’
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: __--=1.'-:Baga1manakah funcsz f-Bank Indonesm_ B
~ dalam pengawasan. perbankan setelah

- adanya Undang-Undang Nomor 21
“Tahun 2011 tentang Otontas Jasa_
7 'Keuangan? '
2. Bagaimana'

fun Or31

= pankan?:

“iBerdasarkan permaSalahan sebagax«
- metode
dxcunakan ~dalam

_penelitian iniadalah bersifat - - yuridis

. normatif. Melalui pendekatan -yuridis

- dilakukan untuk menganalisis - peraturan

- perundang-undangan, . yang
-+ .dengan
- tanggung jawab bank Indonesia selaku

terkait
masalah = pengawasan .~ dan

- bank sentral terhadap bank dan non
- bank. Sedangkan pendekatan sosiologis

-.~dimaksudkan, untuk
. pelaksanaan
- keuangan dalam pengawasannya setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 21
‘Tahun 2011. Metode analisis data yang
- digunakan,

IL.

- nenganalisis

fungsi - otoritas - jasa

adalah wuridis kualitatif,
dengan menggunakan bahan - pustaka
atau data sekonder dan dimaksudkan
untuk menjelaskan berbagai peraturan
perundang-undangan, = yang  terkait
dengan peran pengawasan perbankan,
Sedangkan pendekatan vang dipakai
adalah pendekatan sosio legal sehingga
dapat memiliki prespektif yang lebih
luas dengan melihat peranan otoritas jasa
kevangan dalam pengawasan perbankan.

PEMBAHASAN

Bank Indonesia sebagai lembaga
pengawas perbankan menurut Undang-
Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2004
sebagaimana perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 24,
Pasal 8 huruf ¢, tentang Bank Indonesia,
di mana Bank Indonesia memberikan
dan mencabut izin atas kelembagaan dan
kegiatan usaha tertentu menetapkan

Bt peratm dn,

_ Otontas Jasa gt
* Keuangan dalam pengawasan per- . maupun

| @ . memclihaa

- dengan baik. - ‘berkembang - secara ‘wajar

.cdan o belmanfaat bagI

- nasional.

- gilirannya

Pengatman dan pengawasan bank

: dlarahkan untuk ‘mengoptimalkan fungsi =
_'_perbankan agar _
':}*_'.pe;bankan yang sehat secara menyeluruh o

-tercipta

individual, - dan _
kepentmcan masyal akat

parekonommn

Pembmaan dan | pengawasan bank
merupakan salah satu upaya yang besar

“perapannya dalam menciptakan sistem

perbankan yang - sehat © yang pada
akan - menciptakan pula
terpeliharanya kepentingan masyarakat
sebagai penyimpan dana :disatu pihak

' dan dilain pihak sebagai pihak pengguna

jasa yang ‘berhak untuk memperoleh
pelayanan yang sebaik-baiknya, untuk

- terciptanya suatu sistem perbankan yang

sehat.

- Mengacu pada ketentuan Pasal 29
ayat - (1) Undang-Undang Nomer 10
Tahun 1998 tentang Perbankan disebut-
kan bahwa pembinaan dan pengawasan
perbankan  dilakukan  oleh  Bank
Indonesia. Dalam_penjelasan Pasal 29
ayat (1) Undang-Undang Nemor 10
Tahun 1998 diketahui bahwa yang
dimaksud dengan pembinaan adalah
upaya-upaya yang dilakukan dengan
cara.menetapkan  peraturan  vang
menyangkut aspek kelembagaan,
kepemilikan,  pengurusan, kegiatan
usaha, pelaporan serta aspek lain yang
berhubungan dengan kegiatan
operasional bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan
pengawasan yaitu meliputi pengawasan
tidak langsung yang terutama dalam
bentuk  pengawasan dini  melalui
penelitian, analisis, dan evaluasi laporan
bank.

Adapun tujuan pengawasan dini
merupakan penerapan early warning
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- a. menetapkan  dan

o "'-System (detekm dim) uutuk menoetahm
e :tmﬁka{ kesulitan bank yang lebih awal

Sesuai “dengan ketentuan Pasal 7

* . “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
. .:lentang Bank IndoneSla (Undanm
:'."-':"-Undang ‘BD tujuan Bank - Indonesia
- adalah mencapai ~dan memehhaua
-kestabllan nilai rupiah. Kemudian Pasal
-8 Undang-Undang - BI.. amempertegas
. kewenangan yang- diperoleh oleh Bank

- Indonesia dengan <menyatakan bahwa
untuk mencapai’ tujuan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia

~ mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan
- kebijakan moneter;
‘b. mengatur dan menjaga kelancaran
- sistem pembayaran;
C. mengatur dan mengawasi bank.
-+ Ketiga tugas tersebut saling terkait
dan melengkapi satu sama lain, hal mana
perwujudannya dapat  dilibhat pada
transmisi  kebijakan moneter bagi
perbankan. Adapun transmisi kebijakan
moneter tersebut hanya dapat berjalan
efektif apabila perbankan beroperasi
secara sehat.

Peranan Bank Indonesia dalam melaku-

kan pengawasan perbankan dilakukan

melalui  survey secara berkala atau
sewaktu-watu sesuai, dengan Kketentuan

Pasal 14  Undang-Undang Bank

Indonesia. Selain itu pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan oleh,Bank

Indonesia juga mencakup mengatur dan

menjaga kelancaran sistem pembayaran

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15

Undang-Undang Bank Indonesia:

(1) Dalam rangka mengatur dan
menjaga kelancaran sistem
pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b, Bank
Indonesia berwenang;

a. melakukan dan memberikan per-
setujuan dan izin atas
penyelenggaraan  jasa  sistem
pembayaran;

' b._'mewa‘]lbkan penyelenggara Jasa::-._.'

sistem - pembayaran - untuk = .
& mfanyampaikan laporan tentang -

- kegiatannya; |
‘c. menetapkan  penggunaan  alat
" pembayaran. '

—{2) Pelaksapaan kewenangan sebagai-

mana - dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Pelatman Bank
‘Indonesia. -

Secara cksplisit Pasal 24 Undang-

Undang - BI menyebutkan tugas dan

pengawasan  bank *Dalam  rangka

melaksanakan  tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢, Bank

Indonesia menetapkan peraturan,

memberikan dan mencabut izin. atas

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu
dari bank, melaksanakan pengawasan
bank dan mengenakan sanksi terhadap
bank sesuai  dengan  ketentuan
perundang-undangan.Selanjutnya  dalam
Pasal 25 Undang-Undang BI disebutkan
bahwa  dalam rangka melaksanakan
tugas pengaturan Bank, Bank Indonesia
berwenang  menetapkan - ketentuan-
ketentuan perbankan yang memuat
prinsip kehati-hatian. Hal ini
dimaksudkan agar tercipta tujuan Bank

Indonesia sebagai Bank Sentral.

Undang-undang perbankan telah
memberikan Kewenangan Kepada Bank
Indonesia untuk melakukan pengaturan
dan pengawasan.bank dengan jalan;
ajumengatur dan melaksanakan kegiatan

kliring dan jasa transfer dana;

b) penyelesaian akhir transaksi pem-
bayaran antar bank;

C) pengawasan jasa sistem pembayaran
agar masyarakat luas dapat mem-
peroleh jasa sistem pembayaran yang
efisien, cepat, tepat dan aman.

Dalam rangka pelaksanaan tugas
pengaturan dan pengawasan bank,
kepada Bank Indonesia diberikan
wewenang untuk menetapkan peraturan
dan perizinan bagi kelembagaan dan
kegiatan usaha bank serta mengenakan
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.-sank81 telhadap bank sesuzu peraturan_-::i--:g-' :
----_-:-;;pemndanUan—undanGan .yang - berlaku. =

“Tugas pengaturan Bank Indonesm antara

~lain juga. menetapkan prioritas. penyalur?
:an - dana - ‘kepada ‘pengusaha goloncan_

:-ekonoml lemah dan koperasi.

- keputusan, peraturan dan Surat Edaran
. Bank Indonesia , sebagai acuan dalam

. ""_-opeiaswnai .. perbankan © . guna
oomewujudkan, mstem berbankan yang
: _sehat -

S Dalamys tangka pelaksanaan tugas
: pengatur’m Bank Indonesia mengeluar-
kan pokok-pokok ketentuan antara lain

. memuat; '

- a. Perizinan bank; :

- b. Kelembagaan bank termasuk ke-

pengurusan dan kepemilikan;

Kegiatan usaha bank pada nmummya;

-Keglatan usaha bank . berdasarkan

prinsip syariah; S

Merger, konsolidasi dan akuisisi;

Sistern informasi antar bank;

. Tata cara pengawasan bank;

. Sistem pelaporan bank kepada Bank

Indonesia;
Penyehatan perbankan;

j- Pencabutan izin usaha, likuidasi dan
pembubaran bentuk hukum bank;

k. Lembaga-lembaga pendukung, sistem
perbankan.

Sehubungan dengan kewenangan di

bidang perizinan, Bank Indonesia:

a. Memberikan dan mencabut izin usaha
bank;

b. Memberikan 1Zin pembukaan,
penutupan dan pemindahan kantor
bank;

¢. Memberikan persetujuan atas
kepemilikan dan kepengurusan bank;

d. Memberi izin kepada bank untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
tertentu.

B og e @

v e

cooiv s Dalam rangka mengatm dan..ge
mengawa& “bank, Bank ' Indomesia -
' menerbitkan_ beberapa peraturzm berupa

- ’kebijakan. yang dikeluarkan berupa surat .. -

atas nama Bank lndon_esm melaksanakan

- pemenksaan bank. :

Bank Indonesia dapat memerintah-
kan bank untuk menghentikan sementara
sebagian atau selurth kegiatan transaksi

- tertentu apabila menurut penilaian Bank

Indonesia - transaksi tersebut = diduga
mervpakan tindak . pidana = dibidang
perbankan. Sesuai ketentuan yang diatur
Pasal 31 Undang-Undang  Bank
Indonesia.  Sebagai = wujud + dari
pelaksanaan Pasal 31, Pemerintah telah
menerbitkan  undang-undang  money
laundring. Dalam halskeadaan suatu
bank menurut penilaian Bank Indonesia
membahayakan kelangsungan usaha
bank yang bersangkutan dan/atau
membahayakan sistem perbankan atau
terjadi  kesulitan  perbankan  yang
membahayakan perekonomian nasional,
Bank Indonesia dapat melakukan
tindakan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004. Tentang Bank Indonesaia.
Kewenangan Bank Indonesia untuk
mengawasl bank mencakup empat aspek
yaitu:8
a. Power to licence atau kewenangan
dalam mengatur perizinan bank; yaitu

- Untuk bidang pengawasan berdasar- .
an_ Pasal 27- Undang-Undang ‘Bank =
- Indonesia, Bank Indonesia. melakukan':'--"'_ S
~pengawasan - yang mehpuu penoawasan.--__'._ L
- langsung- dan - tidak - langsung, Bank =
- Indonesia mewajlbkan “bank " untuk -
-'_’.'-menyampazkan laporan keterangan dan - =
‘penjelasan - sesuai.  tata “yang o
-~ ditetapkan Bank Lndonema yarw berlaku
+ terhadap perusahaan induk;: perusahaan =
- anak, pihak terkait dan pihak gerafiliasi =
. :dari bank sebaozumana yang. ditetapkan
‘dalam Pasal 28. Demikian : pula Bank -
_Indonesia dapat melakukan pemeriksaan
_terhadap bank =~ baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlukan.
Menurut -kententuan Pasal 30 Undang-
.« Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia
dapat menugaskan pihak lain untuk dan
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kewenangau dasar yancr Pertama dan e
S merupa}(an proses penﬁawasan ‘bank
iooyang o pahno o -awal. -~ Dengan

: kewenangan dapat d1tetapkan

e _--pezsyaratan untuk bempelasa sebageu .

i bank:t S : B
b, Power to regulare memungkmkan o
-~ otoritas pengawas mengatur_kegiatan
_ -.___':--_Qp_f_uasl_bank_bempa ke_t_entu_an dan

- ~peraturan ‘sehingga .dapat terciptanya
iU suatu sistem perbankan yang sehat,

G sekaligus “dapat  memenuhi harapan

. .masyarakat # atas. kecukupan - dan

- -knalitas pelayanan jasa perbankan.

L Power - fto - control,  merupakan

“kewenangan dasar yang -diperlukan
oleh. setiap otoritas ‘pengawas bank,
~agar dalam melaksanakan kegiatan
- pengawasan  dapat . ~dengan jelas
- mengetahui © batasan-batasan  we-
wenang dalam melakukan peng-
-awasan bank. Di lain pihak bank-bank
juga menyadari bahwa mereka juga
-diawasi dalam setiap kegiatannya.

‘d. Power to impose saction,

kewenangan pensawasan tidak efektif

- apabila "pengawas tidak diberikan
kewenangan untuk menetapkan dan
menjatuhkan, sanksi kepada setiap
bank yang “wkurang atau tidak
memenuhi  kefentuan vang telah
ditetapkan oleh perundang-undangan
yang berlaku.

Pengawasan bank pada prinsipnya

terbagi dua yaitu:9

a. Pengawasan dalam rangka

mendorong bank-bank untuk ikut
menunjang pertumbuhan  ekonomi
dan menjaga Kkestabilan moneter
(macro-economic supervision)

Sasaran yang ingin dicapai adalah
mengarahkan dan mendorong bank
serta sekaligus mengawasi, agar dapat
ikut berperan dalam berbagai program
pencapaian sasaran ekonomi makro
baik yang terkait dengan kebijak-
sanaan umum mendorong pertumbuh-
an ekonomi, kemantapan neraca pem-

~ . pemerataan -’
i ':kesempatan berusaha. . e
.Pengawasan ' yang _mendorong agar
-+ ‘bank secara individual - tetap ~sehat .
eisertamampu memelihara kepentingan
- masyarakal dengan baik (prudential -
- supervision).  Tujuan - prudential
. supervision adalah mengupayakan
‘agar ‘setiap bank secara individual

| bayaran, perluasan lapangan ”'.kerja i s
~kestabilan -‘moneter maupun upaya R
pendapatan coodan o

sehat dan aman. seriz keseluruhan

- industri perbankan menjadi sehat dan

dapat  memelihara  kepercayaan
masyarakat.

. Sistem Informasi Perbankan (SIP)

Dalam Rangka Mendukung Tugas
Pengawasan Bank'’

Bank Indonesia telah menyusun
cetak biru SIP (Blueprint SIP) sebagai
arah dalam pengembangan sistem
informast - guna mendukung tugas
pengawasan bank umum  yang
diharapkan  dapat  menghasilkan
informasi yang berkualitas, melalui
prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Sistem Informasi Perbankan
diarahkan - sebagai  business ool

sekaligus media penyajian
informasi secara cepat hingga level
strategis.

b) Sistem  Informasi .« Perbankan
menyediakan  informasi  yang
bersifat makro, individual bank,
mavpunn  informasi lain terkait
lingkungan bisnis dari bank.

¢} Sistem Informasi Perbankan
menyajikan informasi yang berasal
dari  media massa, insitusi
pemerintah, maupun lembaga-
lembaga lainnya.

d) Sistem Informasi Perbankan meng-
integrasikan data-data yang saat ini
tersebar pada sistem yang berbeda-
beda.

Sistem Informasi yang menjadi dasar

terbentuknya SIP adalah:
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(a) Slstem Informam Manajemen"_'f

= Pengdwasan (SIMWAS)

- Sistem  Informasi- Manajemen R
o .Penmwasan (SIMWAS) adalah 0o
oo sistem informasi yang digunakan
i .pengawas. bank dalam melakukan
e i-kegiatan anahsls terhadap kondisi e
- bank, mempe;cepat dlperolehnya A
: o 1nf011n331 kondisi keuangan bank =
. (termasuk - Tingkat - Keschatan . . -

. Bank), meningkatkan keamanan
. dan integritas data. serta informasi
- perbankan. =
{b) Sistem/ Informasi. Bank Dalam

- _Invest1ga31 (SIBADI) .
- Sistem - Informasi 'Bank “Dalam
-Investigasi (SIBADI), merupakan
sistem informasi untuk men-
dukung pelaksanaan tugas-tugas
~investigasi - tindak . pidana
perbankan - serta - tugas-tugas
- cterkait kegiatan mediasi antara
nasabah dengan bank.SIBADI
- juga menyediakan data/informasi
pelaku-dugaan tindak pidana per-
- bankan untuk mendukung proses

[fit and proper test. ..

2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan

{(OJK) dalam, pengawasan per-
bankan

Dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2071, (Undang-
Undang OJK) maka fungsi pengawas-
an perbankan berpindah ke OJK
Dengan demikian diharapkan
nantinya masalah perizinan,
pengaturan, dan pengawasan, akan
lebih mudah, karena berada di bawah
satu atap. Selain itu, permasalahan
lintas  sektoral di sektor jasa
keuangan, yang meliputi tindakan
moral hazard, belum optimalnya
perlindungan konsumen jasa
kenangan, dan terganggunya stabilitas
sistem keuangan, tidak akan tegadi
lagi karena adanya pengaturan dan
pengawasan yang terinfegrasi.

| Saiah satu’ perdnan OJK adalah L
SR -meial\ukan pengatman dan penvawas— T
~an di sektor: ‘perbankan, sebagaimana
. discbutkan _dal_am__P_a_sal_ 6 huruf a
 "Undang-Undang Nomor 21 Tahun =
- 2011 tentang Otoritas Jasa Kenangan =~
'.-:-_";(Undano—Undanc QJK). . Kemudian =
Pasg Undang-Undang 0OJK
"menyebutkdn “kewenangan. - OJK
: _-.dalam mela.kukan_ pengaturan dan
-+ pengawasan . di = sekior - ‘perbankan
" antara lain; Ty
L, pengaturzm‘ “dan . pengawasan

mengenai I\e}embdgaan bank yang
meliputi: :

1) perizinan untuk pendirian bank,

- pembukaan - kantor  bank,

- anggaran dasar, rencana Kkerja,

- kepemilikan, kepengurusan dan

sumber daya manusia, merger,

- komsolidasi dan akuisisi bank,

serta - pencabutan - izin usaha
bank; dan '

2) kegiatan usaha bank, antara lain

- ~sumber dana, penyediaan dana,
produk hibridasi, dan aktivitas
di bidang jasa.

b. pengaturan- dan _ pengawasan
mengenai kesehatan bank yang
meliputi:

1) hikuiditas, rentabilitasy solva-
bilitas, kualitas aSet, rasio
kecukupan modal minimum,
batas makSimum pemberian
kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan, dan pencadangan
bank;

2) laporan bank yang terkait
dengan kesechatan dan kinerja
bank;

3} sistem informasi debitur;

4) pengujian kredit (credit testing);
dan

5) standar akuntansi bank;

c. pengaturan  dan  pengawasan
mengenai aspek kehati-hatian bank
meliputi:

1) manajemen risiko;
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G i'2) tata kelo]a bank

.-':'-3) pnnszp mengenal nasabah dan _:.

oant pencuman uang, dan .
. 4) pencegahan pembmyaan

-  terorisme. dan ke_]ahatan per- '

bankzm

'd pemerlksaan bank. -

_ Otontas Jasa Keuancan ber-

. \,_’v_e_x:)ﬁan_tI _ _dal_am _ _hai ~perizinan untuk

- pendirian bank ‘maupun pembukaan

kantor bank bam, yang sebelumnya

~menurut  Undang-Undang  Bank

Indonesia menjadi kewenangan Bank

Indonesia; sebagaimana - ditentukan

pada Pasal 15 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Bank Indonesia.

Dalam hal ini OJK berwenang dalam

hal memberikan izin untuk pendirian

bank, - pembukaan kantor bank,
anggaran  dasar, - rencana - kerja,
kepemilikan, kepengurusan - dan
sumber - daya manusia, merger,
konsolidasi dan akuisisi bank. serta
pencabutan izin usaha bank,
Ketentuan Pasal 8  Undang-

Undang Otoritas Jasa Keuangan

menyebutkan bahwa untuk = me-

- laksanakap tugas pengaturan dan

pengawasan. bank  sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 6, Otoritas

Jasa Keuvangan mempuiyal

wewenang:

a) menetapkan peraturan pelaksanaan
undang-undang ini;

b) menetapkan peraturan perundang=
undangan di sektor jasa keuangan;

c¢) menetapkan peraturan dan
keputusan OJK;

d) menetapkan peraturan mengenai
pengawasan di sektor jasa keuang-
an;

e) menetapkan kebijakan mengenai
pelaksanaan tugas OJK;

f) menetapkan peraturan mengenai
tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap Lembaga Jasa
Keuwangan dan pihak tertentu;

: '-....-g'):_'r'r_'iene'tzl_ilpk&n . peraturan -mengenai -
" tatacara . penetapan pengelola i
“statuter . pada - Lembaga Jasa . '

~Keuangan;

h) menetapkan - struktur organisasi -
.--dan infrastruktur, serta mengelola, -
ca mer_nehhma, dan menatausahakan

kekayaan dan kewajiban; dan

3 i) menetapkan peraturan mengenai -
‘tata cara pengenaan sanksi sesuai

~dengan  ketentuan peraturan
pemndang—undangan di sektor jasa
keuangan.

Kewenangan  Otoritas  Jasa
Keuangan vyang berkaitan dengan
tugas pengawasan terhadap bank
terdapat. dalam Pasal 9 Undang-
Undang = Otoritas Jasa Keuangan
sebagai berilat:

(a) menetapkan kebijakan operasi-
onal  pengawasan terhadap
kegiatan - jasa keuvangan; meng-
awasi pelaksanaan tugas peng-
awasan yang dilaksanakan oleh
Kepala Eksekuiif;

(b) Melakukan pengawasan, peme-
riksaan, penyidikan, perlindung-
an Konsumen, dan tindakan lain
terhadap Lembaga Jasa Kewang-
an, pelaku, danfatau pesunjang
kegiatan jasa kevangan
sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di
sektor jasakeuangan;

(c)-memberikan perintah tertulis
kepada Lembaga Jasa Keuangan
dan/atau pihak tertentu;

(d) melakukan penunjukan pengelola
statuter;

(e) menetapkan penggunaan penge-
lola statuter;

(f) menetapkan sanksi administratif
terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di  sektor
jasa keuangan; dan

(g} memberikan dan/atau mencabut
izin usaha; izin orang per-
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i _-.'-_3-_:seorangan, efektzfnya pernyataan _
i ;pendaftaran surat tanda terdaftar; .-
- persetujuan ‘melakukan keglatan_-. S
G -usaha; pexaﬁesahan ‘persetujuan
- atau_penetapan pembubaran dan o

i Penetapan 1a1n SR

3 Koerdmasx dengan Bank indonesaa =

Tug’ts ‘OJK dalam mengawasi

- bank - membutuhkan . koozdmam o

'dengan Bank Indonesm sesuat
- dengan ketentyan Pasal_ 39 U_ndang—
“Undang OJK wvang menyebutkan
“ - bahwa ~OJK 'berkoordinasi. dengan

- Bank Indonesia ' dalam membuat

- peraturan - pengawasan d1 “bidang

- perbankan antara lain:

- .a. kewajiban - pemenuhan . modal
- minimum bank;

-b. sistem informasi perbankan yang

-+ terpadu; '

c. kebijakan penerimaan dana dari
luar. negeri, penerimaan dana
valuta  asing, dan pinjaman
kometsial luar negeri;

d. produk  perbankan,  transaksi
- derivatif, kegiatan usaha: bank
lainnya;

e. penentuan ) institusi bank yang
masuk  kategori  systemically
important bankydan

f. data lain yang dikecualikan dari
ketentuan tentang “kerahasiaan
informasi.

Apabila Bank Indonesia dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya membutuhkan infor-
masi dan memerlukan pemeriksaan
khusus terhadap bank tertentu,maka
Bank Indonesia dapat melakukan
kegiatan pemeriksaan bank secara
langsung terhadap bank tersebut
sesual dengan kewenangan Bank
Indonesia  di  bidang  macro
prudential. Pemeriksaan bank secara
langsung dilakukan Bank Indonesia
dengan menyampaikan pemberitahu-
an secara tertulis terlebih dahulu

J"kepada OJK Pembentahuan secara -

- tertulis tersebut memuat tujuan mancr_--.';_"'.
- lingkup, }anﬂka = waktu - dan -
.-'melxamsme pemenksaan ~ Bank
- Indonesia - tldak ‘dapat . memberlkan
o '_i_-__pemialan tezhadap tmgkat kesehatan -
s pank ikarena - penilaian - terhadap - -
~tinekat kesehatan bank . merupakan
-:kewenantfan OJK (mzcra prudential)
vii-dan . laporan - hasil - pemeriksaan
._-":--tersebut dlsampaukan kepada OJK
- paling lama 1 (satu) :bulan sejak

: dzterbltkannya hasﬂ pemerzksadn h

Pengawasan..... -bank = pada

-'_':__pri_nsipnya_ terbagi __a_tas_-dua_ jenis,

yaitu .. pengawasan - dalam . rangka
mendorong - bank-bank . untuk  ikut
menunjang - pertumbuhan  ekonomi
dan  menjaga Kkestabilan = moneter
(macro-prudential = supervision),dan

. _pengawasan yang mendorong bank

secara - individual -tetap sehat serta

mampu - memelithara kepentingan
- masyarakat dengan baik (micro-
- prudential supervison).

Untuk  pengawasan = {macro-
prudential  supervision) dilakukan
oleh Bank - Indonesia dan micro
prudential supervison dilakukan gleh
OJK. Sasaran yang ingin dicapai oleh
macro prudential supeyvision adalah
mengarabkan dan menderong bank
serta sekalisus mengawasinya agar
dapat ikut berpefan dalam program
peneapaian sasaran ekonomi makro,
baik yang terkait dengan kebijaksana-
an umum untuk mendorong per-
tumbuhan  ekonomi, kemantapan

neraca  pembayaran, perluasan
lapangan kerja, kestabilan moneter,
maupun upaya pemerataan

pendapatan dan kesempatan berusaha.

Tujuan dari  micro-prudential
supervision adalah mengupayakan
agar setiap bank secara individual
schat dan aman, serta keseluruhan
industri perbankan menjadi sehat dan
dapat  memelihara  kepercayaan
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" bank tertentu yiengalami kesulitan

f_hku;ditas -dan/atau kondisi ke-
- 'sehatan semakin memburuk, OJK
. segera menginformasikan ke Bank

Indonesia ~ untuk - melakukan
langkah-langkah ~sesuai dengan
- kewenangan Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka

“.apabila ‘bank mengalami kesulitan

- likuiditas atau memburuknya kesehat-

- ‘an bank, maka Bank Indonesia dapat
- memberikan kredit kepada bank
-~ dengan jaminan agunan. berkualitas
tinggi dan mudah dicairkan. Dengan
demikian, tidak dapat dipungkiri
‘bahwa " keberadaan Bank Indonesia
sebagai LoLR masih sangat diperla-
kan disekior perbankan dan OJK
nantinya masih akan bergantung
kepada Bank' Indonesia khususnya
vang terkait demgan penyelamatan
bank.

. Harapan dengan dibentukuya:QJK

Dengan terpusatnya pengawasan
di  sektor keuangan diharapkan
Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat
meningkatkan konsistensi regulasi di
bidang pengawasan. Sehingga
Otoritas  Jasa Kevangan menjadi
lembaga yang kredibel. Otoritas Jasa
Keuangan  harus  meningkatkan
koordinasi dengan Bank Indonesia.
Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan
dengan Bank Indonesia mutlak
diperlukan untuk menunjang tugas
Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa

"'masyarakat Im "beralu setzap bank SR
. dari -sejak awal harus dijauhkan dari
i '_segala kemungkman 1151k0 yancr akan
: "'ﬁ_'tzmbul RN -
SR Kemudxan Pasa] 41 ayat (2)
i Undang Undang O}K ]uga men]elas-
ookan o hubungan “iantara - Bank
.__-".._;5._.'1nd0nesxa dan .0JK :di mana dalam
o pasal ‘tersebut diseputkan bahwa
. dalam -hal  OJK -mengindikasikan

i Keuanoan daiam menentukan reculasl S AT

seputa: bidang perbankan. . S

- Otoritas -Jasa Keuangan harus

. 'dapat ~memberikan i peﬂmdungan'f‘_:-

- kepada nasabah perbankan dan mem-

- - buat sistem ‘yang mampu menjamin :
“nasabah.. bank dari perbuatan--
_'pelbuatan yang meruglkan nasabah.

: Landasan dibentuknya . otoritas .
- Jasa Keuangan P
_ Awal dibentuknya Otoritas Jasa . =~
- Keuangan berawal dari adanya

keresahan dari beberapa pihak dalam
hal  fungsi pengawasan  bank
Indonesia. Ada tiga hal yang melatar
belakangi pembentukan Otoritas Jasa
Keunangan dalam industri sektor jasa
keuangan di Indonesia. Permasalahan
lintas sektoral, industri jasa kenangan
dan amanat Undang-Undang Nemor 3
Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
(Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank
Indonesia merupakan respon dari
krisis Asia yang terjadi pada tahun
1997-1998 yang berdampak berat
terhadap negara Indonesia, khusnya
pada sektor perbankan. Krisis
ekonomi pada tahun 1997-1998
mengakibatkan banyaknya bank-bank
mengalami kolaps sehinpgga banyak
yang mempertanyakan lemahnya
pengawasan terhadap bank-bank.
Kelemahan kelembagaan dan
pengaturan yang tidak mendukung
diharapkan dapat diperbaiki sehingga
tercipta sistem keuangan yang lebih
sistematis. Reformasi di bidang
perbankan diharapkan menjadi obat
penangkal dalam pemikiran dimasa
depan. Kalau melihat kebelakang
pada pemerintahan Presiden BJ.
Habibie, pemerintah mengajukan
Rancangan Undang-Undang tentang
Bank Indonesia yang memberikan
independensi kepada bank sentral.
Rancangan Undang-Undang ini di
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.2~ Indonesia. e
- pengawasan dari bank sentral datang <
S mantan o

- Gubernur. Bundes bank: (bank sentralppm e
=i Jerman) yang pada waktu penyusunan -
© 4 Tancangan undanorw"uncilanﬂr (kemudian

.+ menjadi Undang- Undanﬂ Nomor 23 -

. Tahun 1999 tentang Bank Indonesia)

| _*._'Sarnpmv membenkan 1ndependen31
S tetapl

- dari - Helmut - Schlesinger, -

bertindak “sebagai konsulian. Meng-
ambil pola bank sentral }erman yang
_-tidak ‘mengawasi -bank. D1 ‘Jerman
pengawasan industri - perbankan
dilakukan oleh suatu-badan khusus
- 'disebut’ Bundesaufiscuhtsamt fur da
kreditwesen. Pada waktu Rancangan
Undang-Undang tersebut diajukan
muncil penolakan yang . kuat oleh

DPR dan Bank Indonesia. .
Sebagai  kompromi - disepakati
bahwa  lembaga  yang akan

menggantikan bank Indonesia dalam
mengawasi bank-bank tersebut juga
bertugas mengawasi lembaga
keuangan lainnya. Hal ini
dimaksudkan agar tidak terlihat
bahwa pemisahan fungsi pengawasan
tersebut adalah memangkas
kewenangan bank, sentral. Nantinya
Otoritas  Jasa Keuangan  akan
mengawast sehmuh  industri  jasa
kevangan yang ada di Indomesia.
Untuk membagi kewenangan
dibidang pengaturan dan pengawasan
bank kepada 2 (dua) lembaga yaitu
Bank  Indonesia dan lembaga
penyedia jasa keuangan yang disebut
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bentuk dari sistem ini merupakan
hal baru dalam sejarah perkembangan
dibidang perbankan Indonesia, meng-
ingat bentuk pengaturan dan peng-
awasan perbankan sebelumnya berada
dalam satu lembaga saja, yaitu Bank
Indonesia. Namun tugas mengawasi

i '.Keuangan

~ditetapkan bahwa ‘Otoritas -

lambat tahun 2010 “Sebelum  di

| ""-"._'5_'bank berada dltangan Otom:as Jasa__;_
: “juga  mengeluarkan fungsi i

. pengawasan perbankan  dari Bank .
Ide - pemisahan” fungsi

00 Dalam Undang—Undano Nomor 3 o
Tahun 2004 ‘tentang Bank Indonesia

| Jasa o

" Keuangan ' akan  dibentuk pahng

wnendemen Undang-Undang Nomor._':'

- _Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
- - Bank - Indonesia - bunyi Ketentuan
_-adalah . “Lembaga  Pengawas . Jasa
- Keuangan/LPJK  yang ' kemudian

menjadi OJK yang ‘harus dibentuk
: jpada akhir Desember 20027,

- Namun - demikian dalam
penyusunarn Undang—Undang Otoritas
Jasa - Keuangan dalam membentuk
suatu lembaga terdapat masalah yang
harus diidentifikasi. Jika dikaji dan
dianalisis kebaikan dan kelemahan-
nya serta praktik-praktik dalam mem-
bentuk suatu lembaga pengaturan dan
pengawasan sektor jasa keuangan,
perlu dipertimbangkan untuk melaku-
kan reformasi dan  organisasi
lembaga-lembaga yang melaksanakan
fungsi pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan agar terintegrasi,

dan menghindari benturan
kepentingan.
Koordinasi Otoritas  Jasa Keuangan

Dalam Fungsi Penmgawasan Terhadap
Lembaga Keutangan di Indenesia

Dalam  pengawasan  Otoritas  Jasa
Keuangan (OJK) pada industri keuangan
baik bank maupun non bank dalam sistem
pengawasan tetap berada satu atap agar
sistem pengawasan dapat terukur dan mudah
diawasi. Sebagai contoh kasus bailout Bank
Century sampai saat ini belum terselesaikan,
Bank Indonesia sebagai pengawas bank
menganggap PT Antaboga dalam pengawas-
an Bapepam-LK karena produk reksa dana,
tetapi Bapepam-LK juga tidak mengetahui
keberadaan PT Antaboga karena produk
antaboga dijual dilingkungan bank.

L . 23 Tahun 1999 menjadi - Undani._,—--'-"""
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Oleh sebab 1m dencran pengawasan
Vo _:::terpadu setidaknya . dapat ‘meminimalisasi
i kemungkman terjadi benturan antar iembaga

. Tetapi - pada kenyataan ‘sering " terjadi .

: ) -_'kegagalan - kordinasi - -dalam . bentuk

3_-}pen0awasan ‘yang dilakukan oleh’ lembaga_ _
' ..._j_penvawasan : telhaclap ‘dunia perbankan e

. Dalam - penvawasan terpadu perlu undang-
_ ﬁundanf-f “baru; ~namun - disisigidaim “dengan
- terbentuknya - -undang-undang "__-"tu,' - me-
~mungkinkan kesempatan umtuk kepentingan
“tertentn disektor kenangan dalam membatasi
proses efektivitas dalam pengawasan. Dalam
sistem ' pengawasan - terpadu ada dua
persoalan penting mengenai: perubahan tata
kelola yang akan dihadapi menuju sistem
peng&wasan terpadu yang di inginkan.

Kedua persoalan tersebut adalah sebagai
berlkut :

- Pertama; -perlu '-reorgamsaSl dalam
lingkungan = pegawai atau mutasi jabatan
dalam bidang pengawasan yang benar-benar
terstruktur dengan Kapabilitas yang cukup
dan profesional tanpa memandang latar
belakang seseorang jati diri pegawai. Kedua;
perlu  dilakukan penggabungan kedua
lembaga, agar disatukan menjadi satu badan,
agar lebih efisiensi dalam beban anggaran
APBN.

Kewenangan Bank . Indomesia. Pasca
Terbentuknya Otoritas Jasa Kevangan, Bank
Sentral mempunyai  wewenang  untuk
mengeluarkan alat pembayaran ‘yang sah dan
suatu  negara, dapat merumuskan,, dan
melaksanakan kebijakan moneter, menjaga
dan mengawasi sistem pembayaran dan
sekaligus  mengawasi  perbankan  dan
menjalankan fungsi lender of the last
resort."* Bank yang fungsinya menjalankan
kewenangan sebagai bank sentral yaitu Bank
Indonesia. Dalam Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 (entang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
mengatur bahwa tujuan Bank Indonesia
adalah memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk
mendukung pembangunan ekonomi dan

: mé'ilingkat'l\'an - kesejahteraan masyalakat
-'I)alam memehhala Lestab;lan nilai - mpxah_'. )
: tersebut ‘maka - Bank - Indonesia. . dapat
) melaksanakan aktivitas’ perbankan, tetapi ..
._ndak melakukan kegzatan 1nt_ermed1a51 o
 seperti bank umum. iy 3
: Dalam rangka mencapaz tujuan dari =
Bank Indonesm “maka ' dilaksanakan -
membcntuls. cara- kebgakan moneter -dapat
berkelanjutan,  konsisten, transparan dan

dapat mempemmbanokan kebijakan umum
pemerintah di bidang perekonomian.
~Konsekuensi - sebagai lembaga yang

bertujuan. dapat menjaga dan memelihara

kestabilan _ nilai - rupiah, namun Bank

Indonesia mempunyai tugas untuk: '

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter.

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran.

¢. Mengatur dan mengawas bank.

Dari tugas tersebut bila dilihat beban
kerja secara Konmsepsional, akan ferlihat
bahwa fungsi Bank Indonesia adalah sebagai
bank sentral.

Peran dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai
Bank Sentral®®

Bank Indonesia sebagai badan pembuat
kebijakan moneter akan dapat menetapkan
saran-saran  moneter  dan  melakokan
pengendalian moneter, baik berdasarkan
sistem perbankan kouvensional maupun
berdasarkan sistem syariahe"Oleh karena itu
Bank Indonesia _.dalam melaksanakan
fungsinya-~dapat menggunakan cara-cara
yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2004, yaitu:

a. Operasi pasar terbuka;

b. Penetapan tingkat diskonto;

¢. Penetapan cadangan wajib minimum; dan
d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia sebagai pengontrol
kredit kepada bank-bank (credit control),
termasuk  di dalamnya  bank  yang
berdasarkan prinsip syariah, hal ini diatur
dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23
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o ':Tahun 1999 sebavazmana yang telah dmbah"ﬂ"'

= :' 'Status dan Kedudukan Bank Indonesna'--
. ‘Sebagai Lembaga Negara yang Inde-

- :penden

~secara - tegas . menyebut s#Suatn  badan
' penoawas ‘maka “dalam’ Undang-Undang
“Nomor..-23 * ‘Tahun .1999 tentang Bank

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juga
tidak dicantumkan secara tegas adanya suaiu
badan. - pengawas dalam~ = struktur
organisasinya. / Namun  demikian, ‘~pada
kenyataan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas-tugas Bank Indonesia kerap kali
diawasi oleh DPR. Hal ini dapat di lihat pada
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 di
mana dinyatakan bahwa Bank Indonesia '
diwajibkan menyampaikan laporan tahunan
dan laporan triwnlan secara tertulis tentang
kegiatannya kepada DPR. Laporan tersebut
merupakan hasil kajian dan penelitian bagi
dewan yang mertpakan kinerja Dewan
Gubernur dan Bank Indonesia.

Untuk membantn DPR dalam
melaksanakan fungsi pengawasan dibidang
tertentu terhadap Bank Indonesia, sesuai
amanat Pasal 58A amendemen Wadang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 dibentuk
Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas, independensi, transparansi, dan
kredibilitas  Bank  Indonesia.  Dalam
penjelasan Pasal S8A dinyatakan bahwa yang
diamaksud dengan pengawasan dibidang
tertentu adalah melaksanakan tugas: (a)
telaah atas laporan keuangan tahunan Bank
Indonesia, (b) telaahan atas prosedur
pengambilan keputusan dilvar kebijakan
moneter dan  pengelolaan aset Bank
Indonesia. Hasil telaahan atas laporan
pelaksanaan tugas dan wewenang Bank

_ Sebacalmana dalam prakul\ mengenal.j-
orgamsasz bank sentral di duniasyang tidak

S 'Indones;a d1b1dan<r teztentu chsampalkan oieh S
;-__._*dengan Undang—UndancNomor 3 T ahup - .._Badan SupeW151 Lepada DPR 174 i
"7jf2004 SRR Sl i = S
' Keweilangan Bank Ineionesaa Pasca R
'.Terbentuknya OJK R S
.- Pembentukan” lembaga baxu dalam
'-b1dang ‘pengawasan - akanberdampak - bagi -
Bank Indonesia, d1perk1rakan kedua lemb'lga_ o
tersebut dapat: mempengaruhi cfektivitasnya. -~
Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk
'merumuskan dan  melaksanakan - keblgakan

guna - mengurangi -risiko .~ yang - “:dapat
menimbulkan . ketidak - . stabilan pasar
keuangap dan sumber daya yang efektif
unfuk menoelola krisis - yang - mungkin
timbul. ¥ BankIndonesia dalam mengemban
tugas untuk mengatur dan mengawasi bank,
sesuat demgan ketentuan Pasal 24 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2004,
berwenang untuk menetapkan peraturan,
memberikan © dan  mencabut izin  atas
kelembagaan dan kegiatan usaha tertenta dari
bank, melaksanakan pengawasan - bank,
mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
perundan-undangan. Mengacu pada
ketentuan tersebut maka, sangat jelas bahwa
Bank ~Indonesia memiliki kewenangan,
tangung jawab secara utuh untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap bank
dengan menempuh upaya-upayay baik yang
bersifat preventif maupun represif.

Dalam hal pengawasan dan pengaturan
bank, Undang-tndang Nomor 3 Tahun 2004,
juga mengacu pada Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
undang-undang perubahannya, yaitu
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam rangka pengawasan yang
dilakukannya, Bank Indonesia  dapat
menjalankan pemeriksaan secara berkala
sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk
setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan
dapat dilakukan secara insidentil setiap
waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan
hasil pengawasan tidak langsung dan bila
terdapat indikasi adanya penyimpangan.
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Dalam undanO-undang yang baru Bank

L ."'_Indonesxa akan -menyerahkan - pengawasan
~sektor . otoritas 3asa keuangan yang -
'1ndependen (OJK) ~namun - keterkaitan -

‘dengan Bank Indonesza sebagai bank sentral

'-'-..-:.tetap ‘berjalan. Otoritas Jasa Keuangan bias
. .disebut sebagai. iembaga ( superwsory board)
o '_-karena kedudukannya berada - die" luar

:.-'pemermtah ‘untuk menjalankan tugasnya

""-waﬂb memberi “laporan.<kepada Badan

Pemeriksa Keuanﬂan dan’ DPR. s '
Dalam .. - hal .- imi ~ jasa  Kkeuangan

(supervisory) atan OJK yang akan dibentuk

- kewenangannya tidak juga terbatas meng-

awasl perbankan saja, tetapi juga mengawasi

perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan
lainnya yaita; asuransi, dana pensiun,
sekuritas, modal ventura dan perusahaan
pembiayaan, serta badan-badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan dana
masyarakat. * Menurut Rancangan Undang-

Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas

Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintah

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Otoritas Jasa Keuangan dalam  rangka

melakukan pengaturan dan pengawasan

pengelolaan kegiatan bidang jasa keuangan.®!
Kemudian Pasal 94 ayat (3) Rancangan

Uundang-Undang “Otoritas Jasa Keuangan

menyebutkan:

a. Wewenang Bank Indonesia sehubungan
dengan pengaturan dan‘pengawasan bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huraf ¢, Pasal 24 sampai dengan*Pasal 33
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam perubahannya menjadi
wewenang Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. Kewajiban untuk menyampaikan laporan,
informasi, atau dokumen kepada Bank
Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam perubahannya, menjadi
kewajiban untuk menyampaikan laporan
atan dokumentasi kepada Otoritas Jasa
Keuangan.

Apabﬂa klta mehhat Undang Undang -
"."Nomor 23 . Tahun .- 199_9_._. tetang - Bank

Indonesia sebagaimana telah-diubah dengan
“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 maka .

kewenangan yang beralih adalah: -
1. Mengatur dan mengawasi bank; 2

r-¥ Menetapkan peraturan, membenkan dan =
. mencabut izin ‘atas kelembagaan dan - .
. kegiatan usaha terténiu - dari bank,
. melaksanakan pengawasan bank dan .
-mengenakan sanksi tethadap bapk sesuai - a

“dengan peraturan peiundang -undangan

yang berlaku;*

3. Menetapkan ketentuan»ketentuan perbank-
an yang memuat prinsip kehati-hatian; :

4. Terkait dengan kewenangan di bidang
perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24;”

a. Memberikan dan mencabut izin usaha
bank;

b. Memberikan izin pembukaan, penutup-
an, dan pemindahan kantor bank;

c. Memberikan persetujuan atas ke-
pemilikan dan kepengurusan bank;

d. Memberikan izin kepada bank untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
tertentu.

5. Melakukan pengawasan bank
sebagaimana dimaksud Pasal 24 yaitu
pengawasan  langsung  dan ¢ tidak
langsung;?‘G

6. Mewajibkan bank untuk:*’

a. Menyampaikan @ laporan, keterangan
dan penjelasan sestai dengan tata cara
yang.ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut
di atas dikenakan pula terhadap
perusahaan induk, anak perusahaan,
pibak terkait, dan pihak terafiliasi dari
bank.

7. Melakukan pemeriksaan:®®
a. Terhadap bank, baik secara berkala

maupun setiap awaktu apabila diperlu-
kan;

b. Apabila  diperlukan, pemeriksaan
sebagaimana dimaksud di atas dapat
dilakukan terhadap perusahaan induk,
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: 3:_:anak pemsahaan pxhak telkmt pxhak

L ﬁ_-terafiham dan debltur bank

c Bank  dan “pihak-pihak . sebagaamana.:
S _:._._dlmaksud di: atas, _waij membenkan s

g kepada pememksa R
1) Keterangan data. yanc, dumnta
: 2) Kesempatan untuk - mehhat semua

pembukuan dokumen dan sarana_'

-~ fisik yang berkaitan denoan kegmtan
usahanya - T

Hal hai yang Diperlukan
8. Menuga31 pihal lain:? S
a. Untuk dan atas nama Bank Indonesm
-+ melaksanakan - pemeriksaan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) dan (2). _
b. Pihak |/ lain  yang  melaksankan
pemeriksaan sebagaimana . dimaksud
pada ayat (1), wajib -merahasiakan
‘keterangan dan data vang diperoleh
~syarat-syarat - dari pihak lain yang
ditugasi pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bank Indonesia.
9. Memerintahkan bank untuk:™
a. Menghentikan sementara sebagian atau
seluruh Kegiatan transaksi terlentu
-apabila  menurut  penilaian CIK
terhadap suatu, transaksi patut diduga
merupakan tindak pidana dibidang
perbankan.
b. OJK wajib mengirimy, tim pemeriksa
untuk meneliti kebenaranvatas dugaan

tersebut.
¢. Apabila dari hasil pemeriksaan
sebavmmana dimaksud pada ayat (1).
10.Mengatur:*’
a. Mengembangkan sistem  informasi
antar bank.
b. Sistem informasi dapat diperluas

dengan menyertakan lembaga lain di
bidang keuangan.
¢. Melakukan sendiri dan atau oleh pihak
dengan persetujuan  Otoritas  Jasa
Keuangan.
11.Dalam hal keadaan suatu bank menurut
penilaian Otoritas Jasa Keuangan mem-
bahayakan kelangsungan usaha bank yang

Ciikan

sistem perbankan ‘atau’

Otontas _
tmdakan -

'perekonomlan nasional,-
- Keuangan -~ dapat melakukan

| _-.sebagalmana diatur dalam. undan§ undang B

= tentang perbankan yang berlaku

‘Berdasarkan uraian.di atas paling lambat o
_'._-tahun 2010 pengawasan perbankan ‘tak lagi =
_ ditangan  Bank  Indonesia. .
' Perbankan akan

' Otontas Jasa Keuangan.

‘Pengawasan
- menj jadi

~Setelah - Otoritas - Jasa. Keuanvan ‘ter-
bentuk Bank..Indoncma akan fokus kepada
kewenangan dalam hal kebijakan moneter
yaitu kebijakan ‘untuk mencapai -dan
memelihara = kestabilan nilai -tupiah yang
dilakukan antara lain melalui pengendalian
jumlah uang beredar dan atau suku bunga. ™

Tugas - dan wewenang - Otoritas Jasa
Keuangan dalam hal pengawasan perbankan
hanya berkaitan dengan aspek micro
prudential seperti kelembagaan, kegatan
usaha, dan. penilaian tingkat kesehatan
bank. e Sedangkan aspek macro prudential
berkaitan dengan kebijakan moneter dan
sistem pembayaran merupakan kewenangan
dari otoritas moneter Bank Indonesia.

Terlepas dari institusi apa yang akan
mengawasl industri perbankan yang/pasti
tidak ada model yang universal. Selitruhnya
terpulang kepada Keputusan politik dan tentu
saja keputusan politik tersebut'berada di luar
kekuasaan bank sentral,

Namun.demikian ada beberapa faktor di
bawah ini yang menjadi bahan renungan
dalam menyusun suatu struktur kelembagaan
badan pengawas yang efektif. Pertama,
badan tersebut harus memiliki, reputasi baik.
Kedua, bank sentral tetap membutuhkan
akses atas informasi pengawasan bank agar
mampu menjalankan tugasnya dibidang
moneter dan lender of the last resort. Paul
Volker  mantan  Chainman  Federal
ReserveBank mengatakan bahwa kebijakan
moneter maupun keuangan tidak dapat
dilakukan dengan baik apabila bank sentral
kehilangan perannya dalam mengatasi
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: : ﬁ_l;égiétan' sektor
e pembaolan tngas antala bank seniral, Otontas

perbankan 'Keri ga

- _.-Iasa Keuangan dan pemcnmah harus tegas
- _'.dan transpman SN : :

- Bentuk . kerja " sama formai yang

o mengatur masalah kOOldiIldSl dan sebalknya

bentuk kelja sama. 1tu dlatul dalam undanc—
' undang :
Dampak yang nmngkm tlrnbul 311\21
_;Otoritas Jasa - “Keuangan - benar-benar
terbentuk antara lain: Pérfama, yang terasa
adalah . kesulitan atau  hambatan dalam
melakokan - - koordinasi  dengan - Bank
Indonesia. Dalam : Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tujuan
Bank Indonesia adalah mencapai dan
memelihara Kestabilan nilai rupiah. Dalam
pencapaian tujuannya maka Bank Indonesia
diberikan togas vaitu menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam
pelaksanaanya ketiga tugas tersebut saling
berkaitan dan memberi dukungan satu
dengan yang lain. Untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijaksanaan moneter
dilakukan dengan pengendalian jumlah uang
beredar dan ‘suku bunga, efektivitas
pelaksanaan togas membutuhkan dukungan
sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman
dan handal, yang “merupakan sasaran
pelaksanaan tugas mengatur dan menjagsa
kelancaran  sistem pembayaran. Dalam
pelaksanaan tugas tersebut memerlukan
sistem  perbankan yang sehat yang
merupakan sasaran tugas mengatur dan
mengawasi bank. Sistem perbankan yang
sehat akan mendukung pengendalian
moneter, mengingat pelaksanaan kebijakan
moneter terutama dilakukan melalui sistem
perbankan. Apabila tugas pengawasan bank
dipisahkan dart Bank Indonesia akan dapat
menimbulkan kesulitan atau paling tidak
akan  menimbulkan  hambatan  dalam
melakukan  koordinasi  dengan  Bank
Indonesia. Di samping itu juga dalam
perumusan kebijakan maupun penilaian
dampak kebijakan moneter yang diterapkan

'_dalam szstem pezbankan akan sulit te1pantau e |
yang - belaru aka_n memmbulkan masa}ah BN

baru

tersebiit-bank.sentral memerlukan informasi

yang akurat dan iterkini mengenai keadaan

perbankan.. Dengan = pemisahan  fungsi
pengawasan dan bank sentral. berdampak
tidak adanya akses langsung terhadap bank,
bank sentral tidak dapat segera mendapat
informasi yang akurat dan terkini, sehingga
akan mengalami kesulitan dalam melakukan
penilaian apakah yang dihadapi  bank
masalah likuidasi atau masalah insolvensi.®®

HI, PENUTUP
A. Kesimpulan

Dengan lahirnya Undang-Undang
Otoritas = Jasa = Keuangan, fungsi
pengawasan perbankan yang semula
dilakukan oleh Bank Indonesia mejadi
kewenangan Otoritas Jasa Kevuangan.

Bank Sentral dalam sistermn ekonomi
suatu negara memiliki peran yang sangat
penting, terutama dalam hubungannya
dengan keuangan pasar di Indonesia.
Dalam menjalankan tugas wewenangnya
Bank Indonesia selaku bank 8entral,
berhak melakukan  wewenang dalam
pengawasan terhadap bank-bank yang
ada di Indonesia. Dalam melaksanakan
fungsi . tersebuty™ bank  Indonesia
menggunakan  prinsip  kehati-hatian,
yaitu prinsip independensi, transparansi
dan akuntabilitas. Namun demikian,
pengawasan Bank Indonesia belum
melaksanakan secara efektif, Kasus
bobolnya bank yang terjadi saat ini
mengindikasikan lemahnya pengawasan
bank yang dilakukan bank Indonesia.
Pemberlakuan beberapa regulasi seperti
peraturan  Bank Indonesia tentang
penerapan prinsip penerapan manajemen
risiko, undang-undang tindak pidana
pencucian uang dan undang-undang anti
korupsi tidak dapat berbuat banyak

Kedua, _ .ke_su_htan : d_alam . pene_rapan. e
funoSi Bank Sentral se__bagai Lender of the .
Last Resort. Dalam - pelaksanaan fungsi -~
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o menyelet aktor«aher mteleklual dalam_:':

o _kejahatannya itu.

: : Pembentukan otoutas Jasa keuangan_
-merupakan amanat ‘Pasal 34 Undang-. =~
~‘Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang . dalam . sistemn pengawasan terpadu ini
selalu ada: tantangan, namun perubahan .
'--;'_tata kelola. pasti berjalan denoan sistem
_ pengawasan terpadu, secara perlahan
©akmlebbbak e

' *"_-"s?_Bank Indonesm D1 ‘mana - Pasal 34 .
.-merupakan respon dau krisis: Asla yang_ =
S terjadi ‘pada - tahun ~1997- 1998« Fang
-__E.l_da_mpal}.nya ‘sangat.- berat’ terhadap-_.]--

- perekonomian - Indonesia, khususnya

pada sektor perbankan, Dengan demikia
- terbentuklah -ide tentang p_embentukan'

- Otoritas Jasa Keuangan, untuk meng-
“hindari jalan bumtu pembahasan undang-

- “undang - tentang Bank Indonesia oleh

DPR. Tujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan / agar keseluruhan kegiatan
dalam sektor jasa kenangan
terselenggara  secara teratur, = adil,
transparan dan akuntabel agar mampu
melindungi  kepentingan - konsumen
dalam perekonomian masyarakat. Dalam
OJK  diatur  wewenang  struktur
keorganisasian, perlindungan terhadap
masyarakat,  kerahasiaan  informasi,
rencana Kerja anggaran pelaporan,
kelembagaan, penyidikan dan sanksi.
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
perbankan dilaksanakan secara
sistematis, pengawasan ini berbeda
dengan pengawasan yang dilakukan oleh
Bank Indonesia yang hanya melakukan
fungst pengawasan terhadap dunia
perbankan. Pengawasan non“w.bank
diawasi oleh lembaga lain, seperti
Bapepam-LK yang hanya mengawasi di

B Saran |

duma pasar ' modal Untuk : 1tulah 3 :
. hadimnya 'OJK dapat ~membuat -

_ pembaharuan dalam fungsi pengawasan- =
di dunia bank dan non bank. Walaupun -~

-Agar - tidak ter}adi benturan antara

' .-Bank Indonesia dengan - Otoritas Jasa
_Ketiangan dalam pengawasan terhadap
“bank, perlu adanya kejelasan mengenai

pembagian otoritas dan koordinasi antara
Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa
Keuangan ~dalam ' pengawasan
perbankan. Untuk itu perlu dilakukan
revisi terhadap Undang-Undang Bank
Indonesia mengenai fungsi pengawasan
yang telah diambil oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Penempatan - keanggotaan Dewan
Komisioner = yang  berasal  dari
Kementerian Keuangan dan Bank
Indonesia, tidak lagi perpanjangan
tangan dari pemerinah, Otoritas Jasa
Keuangan bertindak tegas terhadap
segala bentuk kepentingan politik,
bilamana terjadi intervensi penguasa.
Karena kepentingan seperti-kasus yang
terjadi pasca reformas$i merupakan
sesuatu  pembiaran’ yang disengaja
dengan-dukungan yang sistemis.
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